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UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971
TANGGAL 29 MARET 1971
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

d.

b.

bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/
perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
bahwa Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung
dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat
mencapal hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-
undang tersebut perlu diganti.

Mengingat:

1.

2.

e

Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-undang Dasar
1945;

Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kepolisian Negara;

. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;

. Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kepegawaian.
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1

(1) Untuk kelancaran serta keseksamaan pemeriksaan perkara yang
bersangkutan, penyidik dapat setiap waktu meminta kepada tersangka
dan setiap orang yang ada hubungannya dengan perkara itu untuk
memperlihatkan kepadanya segala surat dan barang-barang lain yang
dipandang perlu untuk diperiksa dan penyidik dapat menyitanya.

(2) Mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum harus
merahasiakan pengetahuannya berhubung dengan martabat, jabatan
atau pekerjaannya tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-
surat atau bagian surat-surat atau bagian surat-surat yang dimaksud
dalam Ayat (1) pasal im1 kecuali petugas agama.

Pasal 12

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan
kinman-kiriman melalui Badan Pos, Telekomunikasi dan lain-lainnya
yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi
yang sedang diperiksa.

Pasal 13

(1) Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang
dipandangnya perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaa,
dan jika keadaan mengharuskannya, dibantu oleh alat kekuasaan
negara.

(2) Dalam hal penghuni sebuah rumah menolak untuk dimasuki
rumahnya, penyidik hanya dapat masuk bersama-sama dua orang
saksi. Dalam waktu 2 x 24 jam tentang pemasukan rumabh itu dibuat
berita acaranya dan sehelal tembusannya disampaikan kepada
penghuni rumah yang bersangkutan untuk kepentingannya.

(3) Kewajiban untuk membuat benta-acara sepert: tersebut di atas berlaku
juga untuk pensitaan yang dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (2) R.L.B.
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang
telah disita.

b. Ketentuantersebut pada ayat (4) tidak berlaku bagi orang yang
meninggal dunia dimaksud sub a.

(6) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan
kepada Pengadilan yang telah menjatuhkan putusan dimaksud Ayat
(5) dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman tersebut dalam Ayat

(3).

BAB IV
TENTANG MENGADILI ANGGOTA ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

(1) Penyidikan, penuntutan dan pemenksaan di sidang Pengadilan
terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ada di bawah
kekuasaan Pengadilan Militer masing-masing dilakukan oleh petugas
yang ditentukan dalam aturan Acara Pidana masing-masing.

(2) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan,
dijalankan menurut Acara Pidana yang berlaku kecual ditentukan
lain dalam Undang-undang ni.

Pasal 25

(1) Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus
diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-
sama dengan seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, diadili oleh Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum dengan kekecualian yang ditetapkan
dalam Pasal 22 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

(2) Dalam hal perkara tersebut dalam Ayat (1) pasal in1 diadili oleh
Pengadilan dalam lingkungan “Peradilan Umum”, maka diangkat
Hakim Angkatan Bersenjata sebagai Hakim Anggota.

(3) Dalam hal perkara tersebut dalam Ayat (1) pasal ini diadili oleh
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, maka diangkat
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disahkan di Jakarta, Pada tanggal 29 Maret 1971; Presiden Republik

Indonesia, SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta.
Pada tanggal 29 Maret 1971. Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH Letnan Jenderal T.N.I.
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Berlainan dengan ketentuan Pasal 274 R.1.B. yang membagi orangorang
yang dikecualikan dari kewajiban pemberian keterangan sebagai saksi
dalam beberapa golongan, maka pasal in1 membatasi orang-orang yang
dikecualikan itu pada mereka yang mempunyai hubungan terdekat
dengan tersangka.

Ayat (2).
Ketentuan dalam ayat in1 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 275

R.I.B. ayat (1).

Ayat (3).
Ketentuan dalam ayat im1 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 275
R.L.B. ayat (2).

Pasal 8

Pasal im1 hanya menunjuk petugas agar khususnya petugas dalam agama
Katolik (Imam) yang dimintakan bantuan kejjwaan, yang dipercayakan
untuk menyimpan rahasia. Pada umumnya mereka yang harus
menyimpan rahasia karena martabat, jabatan atau, pekerjaannya ialah
Dokter, Notaris, Advokat dan petugas agama mempunyai hak untuk
membebaskan din dari kesaksian.

Oleh karena itu di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ini sebagai Undang-undang yang ekseptionil sifatnya hak untuk
membebaskan dini dan kesaksian tersebut diberikan terbatas kepada
petugas agama dalam arti tersebut di atas. Tetapi justru karena hak-hak
dari pejabat yang termasuk ketiga kategori lainnya tersebut di atas

dikurangi, maka keterangan-keterangan kesaksian dan mereka 1m hanya
dimintakan sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian.

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Pada azasnya rahasia Bank dan para nasabah dipegang teguh seperti
apa yang diatur dalam Pasal 36 dar1 Undang-undang Pokok Perbankan.
Sesuai Dengan Pasal 37ayat (2) Undang-undang Pokok Perbankan,
ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang ini memberikan kewenangan
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

rechtelyk) maka kewajiban terdakwa memberi keterangan tentang sumber
kekayaannya hanya dapat dilakukan dalam perkara pidana, korupsi.

Pasal 19

Penjelasan Pasal 10 berlaku di dalam pasal ini sekadar mengenai
pemeriksaan di muka Pengadilan.

Pasal 20

Ayat (1)
Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 7 berlaku juga bagi pemeriksaan
di muka Pengadilan.

Ayat (2) dan (3)
Jiwa dan ketentuan dalam ayat (2) dan (3) ini adalah sesuai antara lain
dengan Pasal 275 ayat (1)dan (2) R.L.B.

Pasal 21

Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 8 beserta penjelasannya berlaku
pula bagi pemeriksaan di muka Pengadilan.

Pasal 22

Ketentuan di dalam Pasal, 9 beserta penjelasannya berlaku juga bagi
pemeriksaan di muka Pengadilan.

Pasal 23

Ayat (1)

Hal yang ditetapkan dalam Pasal ini adalah didasarkan pada pemikiran
bahwa seorang terdakwa itu mempunyai hak untuk hadir dalam sidang
pengadilan guna mengajukan usaha-usaha pembelaannya ataupun guna
mengemukakan segala sesuatu yang ditanyakan oleh pemenksa. Akan
tetapl bila terdakwa tidak menggunakan haknya itu maka Pengadilan
dapat melakukan pemerksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam sidang.
Ayat (2).

Bila dalam waktu pemeriksaan persidangan yang sedang berjalan dan
belum mencapai suatu putusan, terdakwa baru hadir pada sidang-sidang

berikutnya 1a wajib didengar dan diperiksa dan sidang pengadilan
berjalan terus.

Ayat (3).
Cukup jelas.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1988

TENTANG

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat
menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-
cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945;

b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu
menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh
tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara;

c. bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan
antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggaraan
Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan
cksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk
pencegahannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan ¢ perlu dibentuk Undang-undang tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme; '
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB V
HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

(1) Hubunean antar-Penvelengeara Negara dilaksanakan dengan menaan

Moy | o) o Eu g E'.I
norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan
hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan
Penyelenggara Negara vang bersih.

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum
penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
diwujudkan dalam bentuk:
a. Hak mencarn, memperoleh, dan membenkan informasi tentang
penyelenggaraan negara;
b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dan

Penyelenggara Negara;

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung
jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

[). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan c;

2). Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan
disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi
ahl, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta
dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan
penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang
bersangkutan;

e. Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian
atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga
ciperoleh dar1 korupsi, kolusy, atau nepotisme selama menjabat
sehagal Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang
berwenang membuktikan dugaan tersebut sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemeriksaan kekayaan Penvelenggara Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang
bersangkutan menjabat.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemenksaan kekayaan Penyelenggara
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Hasil pemeriksanaan Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan Penyelenggara Negara yang
dilakukan oleh Sub Komisi Yudikatif, juga disampaikan kepada
Mahkamah Agung.

(3) Apahila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka
hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku, untuk ditindaklanjut.

Pasal 19

(1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang
Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat.

2) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sehagaimana
) f P g
dimaksud dalam avyat (1) chatur dengan Peraturan Pemenntah.
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

visl, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati
nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara
yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-
sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efekuf,
efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana
diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor X1/MPR /1998 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan
langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap
tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan
kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki
fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

. Undang-undang 1n1 merupakan bagian atau subsistem dar peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum
terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok
Undang-undang ini adalah para Penyelenggara Negara yang mehput
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada
Lembaga Tertinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat
Negara dan atau Pejabat Lain yang memiliki fungs: strategis dalam
kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam Undang-undang ini
ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliput
asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

. Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-undang
ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan
korupsi, kolusi, dan nepotisme, Dengan hak dan kewajiban yang
dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan
kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara,
dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum vang berlaku.
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Angka 4

Apabila Penyelenggara Negara vang didata kekayaannya oleh Komusi
Pemeniksa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar,
maka dikenakan sanksi sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “hak dan kewapban Penyelenggara Negara
dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945"
adalah hak dan kewapban yang dilaksanakan dengan memelihara bud:
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral
rakyat yang luhur.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat im, adalah
peran aktf masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang
dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang
berlaku dalam masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat (1) huruf d angka 2) merupakan suatu kewajiban
bagi masyarakat yang oleh Undang-undang in1 diminta hadir dalam
proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1989

TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

d.

bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional,
sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar
1945;

bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama im selain
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan
nasional yang menuntut efisiens! tinggi;

bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena i1tu perlu
diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups1 yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, b, dan ¢ perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pahng lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang membern hadiah atau janj kepada pegawai negen
dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan
atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap
melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp
150.000.000,00 (seratus mapuluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang vang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara
tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
undang tersebut sebagai tindak pidana korups: berlaku ketentuan yang
dhatur dalam Undang-Undang 1.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau
pemuiakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal
5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang
membenkan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjach
tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku
tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana
tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 18.
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BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,
DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemernksaan ci sidang pengadilan dalam
perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dan perkara lain guna
penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya,
maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak,
dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau
yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korups: yang
dilakukan tersangka.

Pasal 29

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di ssdang
pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta
keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau

terdakwa.

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi
permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) han kerja, terhitung sejak dokumen
permintaan diterima secara lengkap.
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di
lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:

a. Hak mencan, memperoleh, dan membenkan informasi adanya

dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh
dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara
tindak pidana korupsi;

. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung
jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak
pidana korupsi;

. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang
laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) han;

. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan c;

2) Diminta hadir dalam proses penyehdikan, penyidikan, dan
d1 sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi
ahli, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyal hak dan tanggung jawab dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
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(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,
badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara,
atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan
perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan
Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan
Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan
kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan
keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan
rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang in1
dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan
memperkaya din sendin atau orang lain atau suatu korporasi secara
“melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan
perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana
korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut
perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara
tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini1 sangat penting untuk
pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-
Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara,
pelaku tindak pidana korups: tetap diajukan ke pengadilan dan tetap
dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang ini1 adalah
korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan
sanksi. Hal 1m tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah
dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang in1 memuat
ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya,
yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda
yvang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan
pemberatan pidana. Selain itu Undang-Undang ini memuat juga pidana
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Pasal 15

Ketentuan im merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada
percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurang)
1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16

Ketentuan in1 bertujuan untuk mencegah dan memberantas indak pidana
korupsi yang bersifat tradisional atau lintas batas teritonal sehingga segala
bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi
antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif. Yang dimaksud
dengan “bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan” dalam ketentuan
in1 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolog.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan™
adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara
waktu sesual dengan putusan pengadilan.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “ahli waris” dalam Pasal ini adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “petugas agama” dalam Pasal in1 adalah hanya
petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang
dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 37

Ketentuan i1 merupakan suatu penyimpangan dan ketentuan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa
yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa.
Menurut ketentuan i terdakwa dapat membuktikan bahwa 1a tidak
melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan
hal tersebut tidak berarti 1a tidak terbukti melakukan korupsi, sebab
penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan
dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang
terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktkan dakwaannya.

Pasal 38
Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat in1 dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan
negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa
dan diputus oleh hakim.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42
ayat (9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
'Tindak Pidana Korupsi perlu menetapkan Peraturan Pemernntah tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3874);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBE-
RANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 10

(1) Pragam diberikan kepada pelapor setelah perkara diimpahkan ke
Pengadilan Negen.

(2) Penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dilakukan
oleh Penegak Hukum atau Komus.

Pasal 11

(1) Prem1 diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang
memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Penyerahan premi sebhagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah im1 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan dj‘]akai"ta
pada tanggal 21 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ABDURRAHMAN WAHID
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal b6

- Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Fidana Korupsi

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3995
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (hmapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. member1 atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai neger atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai neger atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

b. membern sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawal negeri atau penvelenggara negara yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

atau hurul b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
chmaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 750.000.000,00 (tujuhratus imapuluh juta rupiah) setiap
orang yang:

a. member atau menjanjikan sesuatu kepada halkim dengan maksud
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya
untuk diadili; atau

b. member1 atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan
menjadi advokat untuk menghadin sidang pengadilan dengan
maksud untuk mempengaruhi nasthat atau pendapat yang akan
diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk dadil.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima
pemberian atau janj sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1).
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Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pembayaran kepada pegawai neger atau penyelenggara negara
yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negen
atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut
mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal
tersebut bukan merupakan utang;

g. pegawal negerl atau penyelenggara negara vang pada waktu
menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau
penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya,
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawal negerl atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di
atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak,
padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan; atau

1. pegawal negerl atau penyelenggara negara baik langsung maupun
tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,
pengadaan, atau persewaan, yang pada saat cillakukan perbuatan,
untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya.

. D1 antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakm
Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak
pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp
5.000.000,00 (hma juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh
juta rupiah).

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dianggap pembenan suap, apabila berhubungan dengan
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tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh
juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang
memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas
untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan
tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh
terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara

pokok dan dapat diulangi pada memon banding dan memon
kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk
memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dan segala
tuntutan hukum dan perkara pokok, maka tuntutan perampasan
harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, diketahul masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga
atau patut diduga juga berasal dan tindak pidana korupsi yang belum
dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap
terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Diantara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A

mengenal Ketentuan Peralihan yang bersi 1 (satu) pasal, yakni Pasal
43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga
keseluruhannya berbunyi sebagai berkut:

BAB VI A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

99



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupst diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan
maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa
diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang ini dan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal
7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang 1n1 dan Pasal
13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak
pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang
ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum
pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang
dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang

1111.

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni
Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Pasal 209, Pasal 210,
Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal
419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana jis. Undang-Undang Nomor | Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana (Benta Republik Indonesia II Nomor
9), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan
Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap
Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal Il
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang im1 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATISOEKARNOPUTRI
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PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
. UMUM

Sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Kerups: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagail interpretasi atau
penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai
penerapan Undang-Undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi
yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
diundangkan. Hal im1 disebabkan Pasal 44 Undang-Undang tersebut
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul
suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak

pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara
sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,
tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat
secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara
luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus
dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem

pembuktian terbalik yakm pembuktian yang dibebankan kepada
terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman
penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi,
perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

102



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang
sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai “petunjuk”
selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa,
juga diperoleh dari alat bukt lain yang berupa informasi yang diucapkan,
dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung
elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram,
teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau
informasi yang dapat dihhat, dibaca dan atau didengar yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang
di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam
secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memihki makna.

Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium
remichum” dan sekaligus mengandung sifat prevens: khusus terhadap
pegawal negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau
terhadap penvelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak
melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang
gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang
diduga berasal dan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal
16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-
Undang ini.

Dalam Undang-Undang im diatur pula hak negara untuk mengajukan
gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan
atau tersembunyl dan baru diketahui setelah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan
atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dan tindak
pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau
ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat
menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.
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Selanjutnya dalam Undang-Undang 1 juga diatur ketentuan baru
mengenal maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak
pidana korupsi yang nilainya kurang darn Rp. 5.000.000,00 (hma juta
rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa
kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang
dikorup relatif kecil.

Di samping 1tu, dalam Undang-Undang 1ni dicantumkan Ketentuan
Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai

dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan im adalah
keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku
tindak pidana korups: yaitu apahla tindak pidana tersebut dilakukan
terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan
bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial
vang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan
pengulangan tindak pidana korupsi.

Angka 2
Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal in1 adalah
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian
“penyelenggara negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal
berikutnya dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6
Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Yang dimaksud dengan “advokat™ adalah orang yang berprofesi memben
jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenubhi
persyaratan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.
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Angka 3

Pasal 12 A
Cukup jelas.

Pasal 12 B
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat in1 adalah pemberian
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discouni),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12 C
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 26 A
Huruf a

Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik™ misalnya data yang
disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)
atau White Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik
atau yang serupa dengan itu” dalam ayat im1 tidak terbatas pada data
penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail),
telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b
Cukup jelas.

Angka5
Pasal 37
Ayat (1)

Pasal im1 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian
terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan
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hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang
berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan
menyalahkan din sendini (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini idak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut
undang-undang (negatief wetlelyk).

Pasal 37 A
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 38 A
Cukup jelas.

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang
dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga
berasal dan tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal
14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai
dengan Pasal 12 Undang-Undang im sebagai tindak pidana pokok.
Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut
dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertmbangan
prikemanusiaan dan jaminan hidup bag terdakwa. Dasar pemikiran
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) 1alah alasan logika
hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dan segala
tuntutan hukum dan perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku
tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi
rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang
menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal
dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal
tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada
terpidana dan atau ahli wansnya terhadap harta benda yang diperoleh
sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan
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tersebut didasarkan pada Undang-Undang sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Untuk
melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk
mewakili negara.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Pasal |I
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

|. UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2002

Menimbang:

d.

bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah
vang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam
batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintas
batas wilayah negara;

bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dar kejahatan
tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang
dikenal sebagai pencucian uang;

bahwa perbuatan pencucian vang harus dicegah dan diberantas agar
intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta
kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga
stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga;

bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional
tetapi juga kejahatan tranenasional, oleh karena itu harus diberantas,
antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional atau
internasional melalui forum bilateral atau multilateral;

. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu membentuk Undang-
Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat:

]. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendas1 Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG

Il. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003
Menimbang:

a. bahwa agar supaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu

disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian
uang dan standar Internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002
tentang tindak pidana Pencucian Uang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1946;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
pencucian uang (Lembaga Negara republik Indonesia tahun 2002

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4191).
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DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4191) diubah sebagai berikut: '

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

|. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan. atau perbuatan
lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan Hasill Tindak Pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasl baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum.

4. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

5. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa
di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank,
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lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana,
kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,
pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

6. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau
kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara
dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau
pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. transaksi yang menyimpang dar profil dan karakteristik serta
kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan,

b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindan pelaporan transaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan
sesual dengan ketentuan Undang-Undang im; atau

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan

menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil
Tindak Pidana.

8. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai adalah transaks:
penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan vang
tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui
Penyedia Jasa Keuangan.

9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat,
dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau
tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda
fistk apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda, angka, ssmbol, atau perforasi yang memiliki makna

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau
memahaminya.

10.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaks: Keuangan yang selanjutnya
disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam
rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
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Pasal 2

(1) Hasil indak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dan
tindak pidana:
korupsi;
penyuapan;
penyelundupan barang;
penyelundupan tenaga kerja;
penyelundupan imigran;
di bidang perbankan;
di bidang pasar modal;
ch bidang asuransi;
narkotika;
psikotropika;
perdagangan manusia;
perdagangan senjata gelap;
. penculikan;
terorisme;
pencurian;
penggelapan;
penipuan;
pemalsuan uang;
perjudian;
prostitusi;
. di bidang perpajakan;
di bidang kehutanan;
di bidang linggkungan hidup;
di bidang kelautan; atau
tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4
(empat) tahun atau lebih,

SECmPRODODZIATIFR MO QD TP

*E

"=

yvang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar
wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak
langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
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BAB Il
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

d.

b.

menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia
Jasa Keuangan, baik atas nama sendin atau atas nama pihak lain;

mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penvedia
Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan vang lain, baik atas
nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil indak pidana,
baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak
lain;

. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil indak pidana,
baik atas namanya sendirt maupun atas nama pihak lain;

menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya
sendirt maupun atas nama pihak lain;

membawa ke luar negernn Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut chiduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil indak pidana dengan mata uang atau
surat berharga lainnya;

dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tndak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda pahing sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lhma milyar
rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (ima belas milyar

rupiah).
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(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang
dipidana dengan pidana vang sama sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1).
Pasal 4

(1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa
pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan
baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap
korporasi.

(2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi
sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasli korporasi.

(3) Korporasi tdak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap
suatu indak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang
mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan
melalu kegiatan vang tudak termasuk dalam hngkup usahanya
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang
berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

(4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap
sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya
pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pangglan
untuk menghadap dan penyerahan surat pangglan tersebut disampaikan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus
berkantor.

Pasal b

1) Pidana pokok vang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana
P yang dij p Korp p
denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3
(satu per tiga).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap
korporasi juga dapat dijjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan
1zin usaha dan/atau pembubaran korporas: yang dukut dengan
likuidasi.
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Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
penempatan;

pentransferan;

pembayaran:

hibah;

sumbangan;

penitipan;

g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil indak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lma belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lma milyar rupiah) dan paling banyak
Rp 15.000.000.000,00 (hmabelas milyar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) idak berlaku bagi
Penyecha Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan
transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang
berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan
bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak
pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai
pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.

BAB Il

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 8

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan
laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00
(duaratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke
dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan
pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah).

Pasal 10

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang
bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang
diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Bab 1I dan Bab IlI, pidana denda
tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Pasal 12
Tindak pidana dalam Bab II dan Bab III adalah kejahatan.

BAB IV
PELAPORAN

BAGIAN KESATU
KEWAJIBAN MELAPOR

Pasal 13

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada

PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai
berikut:

a. 'Transaksi Keuangan Mencungakan;

b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah
kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (hmaratus juta rupiah) atau
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lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kah
transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) han kerja.

(la) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang
Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) har kerja setelah diketahui oleh Penyedia
Jasa Keuangan.

(3) Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tuna
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan paling

lambat 14 (empat belas) han kerja terhitung sejak tanggal transaks:
dilakukan.

(4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

(5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi
dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaj,
pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh kepala PPATK

atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh
PPATK.

(6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar
transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6a). Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak
membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun sejak pengecualian diberikan.

7. Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala PPATK.

Pasal 14

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang
berbentuk bank, dikecualikan dan ketentuan rahasia bank sebagaimana
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dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai rahasia
bank.

Pasal 15

Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut
baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1) Setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau keluar wilayah
Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, harus melaporkan
kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan
tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima)
han kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PPATK.

(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada
PPATK paling lambat 5 (han) kerja setelah mengetahw adanya
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memuat
rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan.

(5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa rupiah sejumlah Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, yang dibawa oleh
setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAGIAN KEDUA
IDENTITAS NASABAH

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa
Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat
dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa
Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

(2) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan
bertindak untuk diri sendir atau untuk orang lain.
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(3) Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain,
Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas
dan dokumen pendukung dan pihak lain tersebut.

(4) Bag1 Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan
dokumen pendukung yang diminta dar1 pengguna jasa keuangan
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen
mengena identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima
tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa
keuangan tersebut.

Pasal17A

(1) Direksi, pejabat, pegawai atau Penyedia Jasa Keuangan dilarang
memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain
baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun

mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencunigakan yang sedang
disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang
memberitahukan laporan ‘Iransaksi Keuangan Mencurigakan kepada
pengguna jasa keuangan vang telah dilaporkan kepada PPATK atau
penyidik secara langsung atau udak langsung dengan cara apapun.

(3) Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau
' pegawai PPATK serta penyelidik/ penyidik yang melakukan pelanggaran
atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5
(lma) tahun dan pidana denda pahng sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

120



Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB V

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKS| KEUANGAN

Pasal 18

(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas indak pidana pencucian
nang, dengan Undang-Undang i1 dibentuk PPATK.

(2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang
independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

(3) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 18
(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) Dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah.

Pasal 20

(1) PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling banyak
4 (empat) orang wakil kepala.

(2) Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri
Keuangan.

(3) Masa jabatan kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya
untuk 1 (satu) kall masa jabatan berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 21
Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon

yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;

b. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi-
tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;

c. Sehat jasmam dan rohani;

d. Takwa, jujur, adil, dan memuliki integritas pribadi yang baik;
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e. Memiliki salah satu keahlian dan pengalaman di bidang perbankan,

lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana,
hukum, atau akuntans;

f. Tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan

g. 'Tidak pernah diyjatuhi pidana penjara.
Pasal 22

(1) Kepala dan wakil kepala PPATK sebelum memangku jabatannya
wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan
kepercayaannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi kepala/wakil
kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih
apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan
sesuatu kepada siapapun”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan 1m, idak akan menerima langsung
atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian
dalam bentuk apapun”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada

siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib
dirahasiakan™.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan
kewenangan selaku kepala/wakil kepala dengan sebaik-baiknya dan
dengan penuh rasa tanggung jawab™.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara,
konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku™.

Pasal 23

Jabatan kepala atau wakil kepala PPATK berakhir, karena yang
bersangkutan:

a. diberhentikan;

b. memnggal duma;

c. mengundurkan dir1; atau

d. berakhir masa jabatannya.
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Pasal 24

(1) Kepala dan wakil kepala PPATK diberhentikan karena:

a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Republik
Indonesia;

c. menderita sakit terus-menerus yang penyembuhannya
memerlukan waktu lebih dar1 3 (tiga) bulan yang tidak
memungkinkan melaksanakan tugasnya;

d. menjadi terdakwa dalam perkara undak pidana yang diancam
dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun atau lebih;

e. diyatuhi pidana penjara;

f. merangkap jabatan atau pekerjaan lain;

g. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau

h. melanggar sumpah/janj jabatan.

(2) Menter1 Keuangan wajib mengajukan usul kepada Presiden agar
kepala atau wakil kepala PPATK diberhentikan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 25

(1) Setiap pithak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan
terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

(2) Kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan
dan pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

(3) PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak
yang terkait, baik nasional maupun internasional.

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai
berikut: &

a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi
yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang 1ni;

b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh
Penyedia Jasa Keuangan;

c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi
Keuangan Mencungakan;
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d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang
tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang in;

e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa
Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-
Undang im atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan
membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian vang;

g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak
pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi
keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali
kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa
Keuangan.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:
a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau
penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah
dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengena:
kepatuhan kewajiban sesuail dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi
keuangan;

d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai

transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

(2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
¢, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga

yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-Undang lain
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yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan
kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden.

Pasal 28
(1) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakih
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada salah satu wakil kepala
PPATK atau pihak lainnya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal 29

(1) Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Negara.

Pasal 29A

Pengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjangan,
jabatan, tunjangan har tua, serta penghasilan lainnya bagi pejabat dan
pegawai PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29B

Untuk lebih mengefektitkan pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang, Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi
nasional atas usul kepala PPATK.

BAB VI

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 30

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,
dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
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Pasal 31

Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan
transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tga) hari kerja
sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menverahkan hasil
analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan
kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran
terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh
PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui
atau patut diduga merupakan hasil indak pidana.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan
menyebutkan secara jelas mengenai:

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada
penyidik, tersangka, atau terdakwa;

c. alasan pemblokiran;

d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

e. tempat Harta Kekayaan berada.

(3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik,
penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah
pemblokiran diterima.

(4) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan
pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling
lambat 1 (satu) har1 kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan
pemblokiran.

(5) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia
Jasa Keuangan yang bersangkutan.

(6) Penyecha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1)Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana
pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim
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berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan
mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh
PPATK, tersangka, aiau terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku
ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan
kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan
menyebutkan secara jelas mengenai:
a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

h. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK,
tersangka, atau terdakwa;

c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan tempat

Harta Kekayaan berada.
(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana

dimaksud dalam avat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

a. Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh
penyidik;

b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh
penuntut umum;

c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara vang
bersangkutan.

Pasal 34

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan
terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak
pidana vang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.

Pasal 35

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib
membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak
pidana.

Pasal 36

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak
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hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan
pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

(2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa
hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi
dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai

kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa telah hadir
sejak semula.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumbkan oleh
penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang
memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar
yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) har1 atau 3 (tiga) kah
penerbitan secara terus-menerus.

Pasal 37

Dalam hal terdakwa menmnggal dumia sebelum putusan hakim diyjatuhkan
dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan
telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat

mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah
disita, dirampas untuk negara.

Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:
a. alat buku sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang
serupa dengan 1tu; dan

c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

BAB VI
PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 39

(1) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan
1dentitas pelapor.

128



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



You have either reached a page that is unavailable for wviewing or reached your wiewing limit for this
book,



X

P ETAKA

Penerbit Pustaka Grhatama (Anggota lkapi)

Gedung Galangpress Center

Jin. Mawar Tengah No. 72 Baciro Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 554985, 554986 Faks. (0274) 556068
email: pustakagrhatama@galangpress.com
www.galangpress.com

Buku adalah Gizi, maka Kami Peduli

ISBN:978-979-19491-1-8 |

I

Undang-Undang




